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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab II maka dapat 

disimpulkan  

1. Pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka 

secara yuridis saat ini dapat dibenarkan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas 

objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambah 

penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai 

obyek praperadilan. 

2. Alasan hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan 

seseorang menjadi tersangka adalah karena pengadilan dilarang 

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang 

diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini 

pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa (Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman). Alasan hakim yang menolak mengenai pengajuan 

praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah 

penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk dalam ranah 

praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 1 

butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82 KUHAP yang 
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mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan 

dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi 

merupakan awal upaya paksa.  

B. Saran   

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian Tinjauan Terhadap 

Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Putusan Penetapan 

Seseorang Menjadi Tersangka pada uraian diatas, maka penulis 

mempunyai saran-saran, sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dibuat undang-undang khusus yang mengatur tentang 

praperadilan, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang terlalu jauh. 
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